





Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa penyadapan dengan izin hakim pemeriksa pendahuluan tidak 
berlaku bagi KPK.  KPK  memiliki UU sendiri yang mengatur mengenai 
lembaga tersebut dan memiliki kekhususan (lex specialis), sedangkan 
RUU KUHAP ini ketika sudah disahkan menjadi KUHAP bersifat umum 
(lex generalis). Sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan ‘lex 
specialis derogat legi generalis’ maka peraturan perundang-undangan 
yang bersifat khusus didahulukan daripada peraturan yang bersifat umum, 
artinya UU KPK dalam pelaksanaannya didahulukan daripada KUHAP. 
Apabila dalam UU KPK tidak mengatur maka aturan KUHAP yang 
digunakan, tetapi jika UU KPK mengatur maka yang digunakan adalah 
aturan dalam UU KPK. Dalam UU KPK diatur bahwa KPK berwenang 
melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan yang berarti penyadapan dapat dilakukan KPK 
tanpa harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. Jika penyadapan 
oleh KPK harus mendapatkan izin hakim pemeriksa pendahuluan maka 







terhadap UU KPK yang mengatur tentang izin tersebut penyadapan dapat 
dilakukan tanpa harus mendapat izin hakim pemeriksa pendahuluan. 
B. Saran
KPK sebagai lembaga negara yang memiliki UU sendiri dapat 
melakukan diskusi dengan pemerintah untuk melakukan pembahasan lebih 
lanjut tentang permasalahan ini sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. 
KPK dan pemerintah dapat saling melengkapi dan saling menolong dalam 
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